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ABSTRAK 

Pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang. Akan tetapi, disatusisi juga dengan berlakunya 

Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat(1), maka anak luar 

kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya. Maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam 

Burgerlijk Wetboek adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga 

sianak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu 

pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang hak 

dan kedudukan anak diluar perkawinan yang tidak  sah menurut KUHPerdata dan bagaimana hak mewaris bagi 

anak dari pernikahan yang tidak sah menurut KUHPerdata. 

Penlitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat penelitian diskriptif analisis. Hasil 

penelitain ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan anak luar nikah yang diakui 

menurut KUHPerdata dan bagaimana hak dan kedudukan anak di luar nikah yang diakui dalam pewarisan 

menurut KUHPerdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 

Setiapanak yang dilahirkan diluar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. 

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun 

dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar 

kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, Anak luar 

kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 Burgerlijk Wetboek, yakni :“Anak luar nikah yang dapat 

diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada 

dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu sianak tersebut”, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak 

sumbang. 

Kata kunci: Hak dan Kedudukan, Anak Luar Nikah, Pewarisan, KUHPerdata 

 

ABSTRACT 

Distribution of inheritance based on law. However, with the enactment of the Marriage Law, namely 

Law Number 1 of 1974 Article 43 paragraph (1), then unmarried children who are not recognized automatically 

have a civilXrelationship with theirXmother and theirXmother's family. So the obligation of a mother to 

acknowledge her out-of-wedlock child as mentioned in the Burgerlijk Wetboek is no longer necessary. 

Likewise, it has also been emphasized in the ConstitutionalICourt Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 



 
 

which is also part of legal reform, so that the child also has a juridical relationshipIwith his biological father if it 

can be proven based on scientific technologyIand / or other evidenceIaccording to law. . 

This researchifocuses on two problemiformulations, namely how the legal arrangements regarding the 

rights and position of children outside of marriage that are not legal accordingIto the CivilICode and how the 

inheritance rights of children from unlawful marriages according to the Civil Code. 

This research is a normativeIresearch which is descriptiveIanalysis research. TheXresults of this 

research were conductedXwith the aim of knowingXhow the provisions of children outside ofImarriage are 

recognized according to the Civil Code and how the rights and positions of children outside marriage are 

recognized in inheritanceIaccording to the Civil Code. By using a normative juridical research method, it can be 

concluded: All children born outside of a legal marriage bond are children outside ofImarriage. Based on the 

provisions of the CivilICode, children outside of marriage are deemed not to have any legal relationship with 

their parents if there is no recognition from the father or mother, thus if the outside child is recognized then he 

can inherit the inheritance from the parents who admit it. is based on Article 272 Burgerlijk Wetboek, namely: 

"Out of wedlock children who can be recognized are children born by a mother but who are not seeded by a man 

who is in a legal marriage bond with the mother of the child", and does not belong to the group of adultery 

children and children. discordant. 

Key words: Rights and status, Out of wedlock children, Inheritance, Civil Code 

 

PENDAHULUAN 

ManusiaXdiciptakan oleh TuhanXterdiri dari laki-laki danXperempuan, oleh sebab itu 

merekaIdiharuskan untuk hidupIsecara berpasang-pasanganIdalam sebuah ikatan yang 

disebutIperkawinan. Seperti yang tertuangIdalam Undang-undang 1945 Pasal 28bIAyat (1), 

yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah”. Sebelum adanyaIpengaturan yang lebih khususItentang perkawinan, 

maka di IndonesiaImasih menggunakam Kitab Undang-UndangIHukum Perdata 

(KUHPerdata) atau BurgerlijkIWetboek (BW) yang tertuangIdalam buku I, Bab IVITentang 

perkawinan. 

Tujuan dariIperkawinan perkawinan yaitu membentukIkeluarga yang bahagia, kekal 

danisejahtera. Kehidupanisuami-istri di dalam suatu ikatanIperkawinan akan berakibatXyang 

penting dalam masyarakatIapabila merekaIdianugerahi keturunan. Undang-undangINomor 1 

tahun 1974 TentangXPerkawinan banyak disinggung perihalImasalah kekeluargaanIyang 

berhubungan erat denganIsuatu dasar perkawinanIsebagaimana pasal 1, bahwa: “perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa".  

Isi Pasal 1 Undang-UndangINomor 16 Tahun 2019 atas perubahanIdari Undang-

UndangINomor 1 Tahun 1974. TersimpulkanIsuatu rumusan arti dan tujuan dariIperkawinan. 

Arti “Perkawinan” dimaksudIadalah ikatan lahir bathinIantara seorang priaIdengan seorang 

wanitaIsebagai suamiIistri, sedangkanI“tujuan” perkawinan dimaksudIadalahImembentuk 

keluargaI(rumah tangga) yangIbahagia dan kekal. Anak yangIlahir dari seorang wanitaIyang 

tidak mempunyaiIsuami atau laki-laki bukanIsuaminya, dinamakanIanak luar kawin karena di 

dalamIhukum adat tidakIhanya mengenalIanak kandung. Di mana denganIadanya anak lahir 

di luarIperkawinan akan menimbulkanIbanyak pertentangan-pertentanganIdiantara keluarga 

maupun di dalamImasyarakat mengenaiIkedudukan hak danIkewajiban anak. 

Anak luar kawinIadalah anak yang dilahirkanIoleh seorang perempuanIyang tidak 

memilikiIikatan perkawinan yangIsah dengan laki-lakiiyang telahImembenihkan anak di 

rahimnya, anakItersebut tidak mempunyaiIkedudukan yang sempurna dimata hukumIseperti 



 
 

anak sahIpada umumnya. Dengan kata lainIanak tidak sah adalahIanak yang tidakIdilahirkan 

dalam suatu ikatanIperkawinan yangIsah. SedangkanIpengertian luar kawinIadalah hubungan 

seorangIpria denganIseorang wanita yang dapatImelahirkan keturunan sedangkanihubungan 

mereka tidakXdalam ikatan PerkawinanXyang sah menurut hukum positifIdan peraturan 

didalamIagama yang diyakininya. Anak luar kawinIselain anak zina dan anak sumbangIakan 

memiliki hubunganXperdata (hak waris) denganXayah dan ibunyaXmelalui pengakuan 

sebagaimanaIdisebutkan dalam KUHPerdata. 

Pasal 43 ayat (2) Undang-UndangIPerkawinan menyebutkanIbahwa kedudukan anak 

dalam ayat (1) selanjutnyaIakan diatur dalam peraturanIpemerintah tersendiri, namunIsampai 

saat ini pemerintahIbelum juga mengeluarkanIperaturan pemerintah tentangIkedudukan anak 

luar kawinisedangkan Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 9 TahunI1975 tentangIpelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 TahunX1974 tentang perkawinanXtidak mengaturXtentang 

kedudukan anak luarIkawin sehingga sampai sekarangIpersoalan tentang anak luarIkawin 

pengaturannya masihIterkatung-katung karenaIPasal 43 ayat (1) Undang-UndangIPerkawinan 

hanyaImenyebutkan tentang hubunganIkeperdataannya saja sedangkanIterhadap hak-hak 

yangIharus dilindungi sebagaiXseorang manusia tidakXmendapat pengaturan yang jelas dan 

terperinci. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian yang dilakukanxadalah Jenis penelitian hukumXdengan subjekIperaturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilanIdapat dikategorikan sebagaiIpenelitian hukum 

doktrina, yaitu penelitianXinventarisasi hukumXpositif, asas-asas, penemuanXhukum in 

concreto, sistemIhukum dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

normative. Jenis penelitian normative tersebut akan menelaahIsecara mendalamIterhadap 

asas-asasXhukum, peraturanIperundang-undangan, yurisprudensi, danIpendapat ahliIhukum 

serta memandangXhukum secaraXkomprehensif, artinyaXhukum bukanXsaja sebagai 

seperangkatIkaidah yang bersifat normative atau apa yang menjadiIteks undang-undangI(law 

in book) tetapi juga melihatIbagaimana bekerjanyaIhukum (law in action). 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

berupaya menggambarkan secara objektif dan actual terhadap masalah berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku. penelitian ini menganalisis unsur-unsur yang terkait 

dengan Tinjauan Yuridis Hak Anak Diluar Kawin Terhadap Harta Waris Pada Hubungan 

Biologis Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. 

Data penelitian ini menggunakanXsumber data hukumIprimer, sekunderIdan tersier. 

BahanIhukum primer yang dipergunakan dalamIpenelitian hukum ini yaituIUndang-Undang 

Dasar Negara RepublikIIndonesia Tahun 1945. Undang-UndangXNo 16 Tahun 2019 

perubahan atasIUndang-UndangINomor 1 Tahun 1974 TentangIPerkawinan. KitabIUndang-

UndangIHukum Perdata (Burgerlijk wetboek). Putusan MahkamahIKonstitusi No 46/PUU-

VIII/2010. PeraturanIPemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Bahan hukumIsekunder, terdiri 

atas buku, karya tulpis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan Tinjauan 

Yuridis Hak Anak Diluar Kawin Terhadap Harta Waris Pada Hubungan Biologis 

Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang 

memuat istilah-istilah hukum Ensiklopedia. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahanIhukum melalui 

studi dokumen (studi kepustakaan)Imeliputi bahan hukumIprimer, bahan hukumIsekunder, 

dan bahanIhukum tersier yakni dengan caraXmelakukan inventarisasiXdan identifikasi 



 
 

terhadapisejumlah peraturanIperundang-undangan, dokumenihukum, catatanIhukum, hasil-

hasil karyaXilmiah dan bahanXbacaan/literatur yangIberasal dari ilmu pengetahuanIhukum 

dalam bentukIbuku, artikel, jurnalIdan hasil penelitian yang ada kaitannyaXdengan Tinjauan 

Yuridis Hak Anak Diluar Kawin Terhadap Harta Waris Pada Hubungan Biologis 

Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. AnalisisIyang digunakan dalamIpenelitian ini 

adalah metodeXkualitatif. Bahan hukumXyang telah terkumpulXdari studi dokumen 

dikelompokkanIsesuai dengan permasalahanIyang akan dibahas. Bahan hukumItersebut 

kemudianIditafsirkan dan dianalisisIguna mendapatkan kejelasan tentang dengan Tinjauan 

Yuridis Hak Anak Diluar Kawin Terhadap Harta Waris Pada Hubungan Biologis 

Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

A. Status Hukum Anak Luar Kawin dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin  

1.  Status hukumIanak luar kawin  

Kehadiran seorangIanakIdalamisuatu keluargaImerupakan suatu kebahagiaan. Tetapi 

apabilaIseorang wanita yangItidak bersuami melahirkanIanak, hal ini merupakanIsuatu aib 

bagiIkeluarganya. ProsesIterjadinya anakIluar kawinIdapat dikategorikanIsebagai AnakIdari 

hubungan ibu sebelumIterjadinya penikahan. JikaIdua orang dari 2 jenisIkelamin yang 

berbeda, kedua-duanyaitidak terikatIperkawinan denganXorang lain mengadakanIhubungan 

badanIdan mengakibatkanIseorang perempuanIhamil, kemudian melahirkanIseorangIanak 

danXada sebagianXdarah dari seorangXanak laki-lakiXdan seorangXperempuan yang 

menghasilkanIanak tersebut yangXtercampur dalamIdiri anak yangXbersangkutan.IPadahal 

antaraIKeduanya belumIterikat tali perkawinanIyangIsah, makaIanak tersebutIadalahIanak 

luar kawin. 

2.  Anak dari kandunganIibu setelahIbercerai lamaIdari suaminya. 

Apabila seorangIwanita mengadakanIhubungan badanIdengan bekas suaminya atau 

seorang laki-laki lain danImengakibatkan wanitaIitu hamilIkemudian melahirkanIseorang 

anak, maka : 

a. KelahiranIanak ituXapabila terjadiIbelum lamaXdari masaIperceraian dengan 

suaminyaImaka anak tersebutImasih dianggapIanak dariIbekas suaminyaIitu. 

b. Apabila KelahiranIanak tersebutIlamaIsetelah masa perceraianIibunya dengan 

ayahnya, makaIanak tersebut dapatIdinamakan anak luarIkawin. 

3.  Anak dariIkandungan ibu karenaIberbuat zina dengan orang lain. 

Apabila seorangIistri melahirkanIseorangIanak karenaImengadakan hubunganIbadan 

dengan seorangIlaki-lakiIlain bukanIsuaminya, maka suaminya itu menjadi bapakIdari anak 

yangIdilahirkan tersebut. KecualiIapabila sang suami ini berdasarkanIalasan yangIdapat 

diterima, dapat menolakImenjadi bapak, anak yang dilahirkanIoleh istrinya karenaIberbuat 

zina. Adapun alasannya ialah : 

a. Suami tidak bisa menjalankanXkewajibannya memenuhiXkebutuhanxbiologis 

istrinya, misalnya impotensi. 

b. Dapat dibuktikanXoleh suaminya baikXkarena pengakuanIpria yangImelakukan 

zinaIdengan istrinyaIataupun oleh istrinyaIsendiri atau oleh masyarakat. 

4. Anak dariIkandungan ibu yang tidakIdiketahui siapaIayahnya. Apabila seorang 

perempuanXmengadakan hubunganXbadandengan lebih dariXseorang laki-laki atau 



 
 

mengadakanIhubunganIbadan denganIberganti-ganti pasangan dan mengakibatkaniseorang 

perempuanIitu hamil, kemudianImelahirkan seorangIanak, danIjelaslah di siniIbahwa anak 

tersebutItidak diketahui siapaIayahnya, karenaIibunyaItelah mengadakanIhubungan badan 

denganIberganti-gantiIpasangan yangItidak terlibat taliIperkawinan yang sah. 

5.  Anak dari kandungan ibu tanpa melakukanIperkawinanIsah 

Jika duaIorang dari 2 (dua)Ijenis kelaminIyang berbeda, kedua-duanyaItidak terikat 

tali perkawinanIdengan orangIlain mengadakanIhubungan badan danImengakibatkan seorang 

perempuanIhamil kemudian melahirkanIseorang anakIdan adaIsebagian darah dariIseorang 

laki-laki dan seorangXperempuan yangIihubungannya menghasilkanIianak tersebut, yang 

tercampurIdalamIdiri anak yangIbersangkutan. 

B. Hak Mewaris Anak Luar Kawin, Menurut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan 

Pasal 43 Ayat (1) Undang-undangIPerkawinan NomorI1 Tahun 1974 anak luar 

kawin hanya mempunyaiIhubungan perdataIdengan ibunyaIdan keluargaIibunya. Oleh karena 

itu ia hanyaIdapatImewaris dariIibunya dan keluargaIibunya sajaIdan ia tidakImendapat 

warisanIdari bapakIdan keluargaIbapaknya. Menurut HukumIWaris Adat, PadaIumumnya 

menurutIhukum adatIanak yangIlahir dariIperkawinan ayah danIibunyaIyang tidakIsah, maka 

tidakIberhak sebagaiIahli warisIdari orangItuanya. AnakIyang tidakIsah ituIhanyaImewaris 

dari ibu atau kerabatIibunya. 

Di daerahIJawa anakIyang lahirIdi luarIperkawinan yang sahIadalah anakXkowar, 

anak ini hanyaIdapat mewarisIdari ibunya atau keluarga ibunya.WalaupunIdemikian apabila 

kemudianIibunya setelahIanak itu lahir kawin dengan lelaki yangImembenih anakItersebut 

daniianak itu tinggaliibersama ayah kandungnya itu, si anakItetap tidak dapatImewaris 

dariIbapaknya. BegituIpula anakIyang lahir dari ayahIibunya yang kemudianIcerai kemudian 

rujukIkembali secara diam-diam tanpaIdilakukan di hadapanIpejabat negara atau agama, ia 

tetapIanak kowarIdan tidakIbersah sebagai ahli waris. 

AnakILuar KawinIyangItidak layakImenjadi ahli waris apabila: 

1. Jika oleh hakim ia dihukumIkarena membunuhIpewaris, jadiIwajib adaIputusan 

hakimIyang menghukumnya. 

2. JikaIia secara paksaImencegah kemauanIpewaris untuk membuat wasiat. 

3. JikaIia melenyapkanIatau memalsu surat wasiat dari pewaris. 

4. MelanggarIketentuan adat yangIberlaku bagi pewaris. 

5. Jika ia melenyapkanIatau memalsukanIsurat wasiat dari pewaris. 

6. MelanggarIketentuan adat yang berlaku bagi pewaris. 

 

C. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris 

Seorang anak yangIlahir diluarIperkawinan, menurutIhukum adatIwaris di Jawa 

hanyaImenjadi waris di dalam hartaIpeninggalan ibunyaIserta di dalam hartaIpeninggalan 

keluargaIdari pihakIibu. SeorangXanak tersebutImenurut hukum dianggap tidakImempunyai 

bapak. TerhadapXhubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaanIanak yang sah 

denganIanak diluarIperkawinan. Dalam hubunganIkekerabatan baik antaraIayah biologisnya 

denganiianak luariikawin (yang karenaiimotivasi adat mendapatIpengakuan olehXayah 

biologisnya tidak ada masalah) denganXkeluarga ayah biologisnyaXcukup padaIpengakuan 

bahwa memangImisalnya priaIA harusImenikahi ibu anak tersebut, karenaImasyarakat juga 

tidak menganggapImotivasi menghindariIpetaka sehinggaImelahirkan anak tersebutIsebagai 



 
 

perbuatanIyang harus dicelaIdan dikutuk, dan anakItersebut dapatIsaja secaraIbebas bergaul 

dengan keluarga dari ayahIbiologisnya, bahkanIkekerabatannya dapatImenjadi lebih erat. 

Nuansa lainIadalah apabilaIsetelahIadanya anak luar kawiniternyata istriIpertamanya 

melahirkanXmaka ayahXbiologisnya tetapXmengakui anakXluar kawinXtersebut,Itetapi 

hubungan anak luar kawinItersebut dengan keluargaIayahIbiologisnya seringIkurang erat 

bahkanIdapat terkesan jauh. Untuk hubunganIanak luar kawinIdengan ibunya tetap dalam 

pengakuan hubunganIantara anak denganIibu kandungnya, keluargaIibu kandung menerima 

tanpaIadanya perbedaanIdengan cucu-cucu lainnyaIatau anak-anakXdari anaknya,Ikarena 

keluargaIpada garis besarnyaImemahami motivasiIhubungan ibu kandungnyaIdengan ayah 

biologisnya. KeluargaXwanita atauXibu dari anakXluar kawinXtidak akanXmemaksa 

berlangsungnyaIperkawinan secara sahIantara pria atau ayah biologisnyaIdari anak luar 

kawinItersebut denganXibu anakXluar kawin tersebut, dikarenakanXmereka memahami 

ancamanXpetaka adat apabilaItindakan berupaIkeinginan untukImenikahkan secaraIsah 

keduaIpasangan tersebut. 

DalamIkasus-kasusIterdahulu terdapat masalahItentang warisIanak luarIkawin dan 

telahXdikuatkan dalam putusanXpengadilan. SepertiXhalnya dalam masyarakatIpatrilineal 

atau matrilineal, begitu pulaIdalam masyarakatIparental atau bilateral, makaXanak yang lahir 

dariIperkawinan ibunyaiyang tidakisah dia tidakiberhak sebagaiIahli waris dari orang tuanya. 

Anak yangItidak sah ituXhanya mungkinXmewaris ibu atauXkerabat ibunya,Xkarena 

sebagaimanaIdalam PasalI43 ayat 1 Undamg-UndangXPerkawinan Nomor 1 tahun 1974 

menentukanXbahwa ia hanya mempunyaiIhubungan perdata denganIibunya dan keluargaa 

ibunya. Pada kenyataannyaIwalau berstatusIanak luarIkawin kedudukannyaIdalam pewarisan 

terhadapXharta peninggalanXdari ayah biologisnyaXdapat dan seringXpembagiannya 

dipersamakan denganXanak dari perkawinanIsah, apabilaImemang ada keturunanIIdari 

perkawinanIterdahulu, bila tidak ada keturunanIdari perkawinanIterdahulu anakOluar kawin 

secaraIsah mewakili kepentinganIwaris dariIharta ayah biologisnya. 

Pembagian yang dipersamakanXtersebut (warisanXsama dengan anak sah) oleh 

keluarga ayahXbiologisnya dipandangXsebagai suatu kebijakanXdan bukanXmerupakan 

kewajiban, dalam artianXbeberapa kasus dapatXsaja anak luar kawin dikesampingkanIdalam 

pembagianIwarisan dari ayahIbiologisnya, hal ini disebabkan karena kurangIharmonisnya 

atauIkerenggangan anak luar perkawinanIdengan ayah biologisnya atauIdengan keluarga 

danIkekerabatan dari ayah biologisnya. Pembagian warisanIterhadap anakIluar kawin 

yangIdipersamakan dengan anak sah didasarkanIpada asas parimirmaIdengan dasarIkerelaan. 

Sehingga anak luar kawin danIkeluarga dari ibu anakIluar kawin tersebutItidak memiliki hak 

menuntut terhadap hartaIwarisan dari ayahIbiologisnya. Anak luar kawinIjuga berhak 

terhadapIharta warisan dariIibunya, yang harus diperhitungkan olehIketurunan lainnya dan 

tidak dapatIdikesampingkan. Namun pemberian danIpembagiannya didasarkanIpada kerelaan 

atauIpelaksanaan dari keinginanIalmarhumah ibu kandungnya. Masalah-masalahIyang timbul 

dengan adanyaIanak luar kawin adalahIsebagai berikut: 

1. Faktor yuridis, yaituImasalah yang timbulIkarena berkenaanIdengan akibatIhukumnya 

dariIpraktek kedudukanIanak luar kawin itu sendiri. Misalnya bila keluargaIbapak 

biologisnyaXyang semula tidakXmempunyai anak setelah mempunyaiIanakXmaka 

perhatian ke anak luarIkawin menjadi berkurangIbaik dari segi pendidikanImaupun 

dari segi materi. 

2. Faktor sosial, yaitu menyangkutIpengaruhsosial terhadapIkedudukan anak luar 

kawinXyang membutuhkanXwaktu untuk penyesuaianXterhadap perbuatan hukum 

tersebut. 



 
 

3. Faktor psikologis, yaituXmasalah reaksiXkejiwaan dari anakIluar kawin tersebut 

yangIditimbulkan adanyaIperpindahan lingkunganIyang secara cepat dan sekaligus. 

Faktor-faktorIyang mempengaruhiIperubahan dalamIkedudukan hak waris anak 

luarIkawin tara lain : faktorIpendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, komunikasi dan 

teknologiIinformasi serta agama, satuIsama lainnya salingIberkaitan dan membentukIjalinan 

yang kuatIdalam mempengaruhiIperkembangan pewarisan yang terjadi dalamImasyarakat. 

Sehingga padaImasa sekarang ini, sudahIbanyak dijumpai dan dapat kita lihatXproses 

pembagian warisanIyang dilaksanakanIsecara adil, denganIbagian yang samaIrata pada anak 

sah dan anak luar kawin. 

D. Beberapa Asas Hukun Waris Dalam KUHPerdata 

Didalam hukum waris, dikenalIbeberapa asas antaraIlain dapat disebutkan : 

1. Asas “le mort saisit le vif” disingkatIdengan hakIsaisine. 

Asas “le mort saisit le vif“ mengandungIarti bahwaIjika seseorang meninggalXdunia, 

makaIseketika itu pula segala hak dan kewajibannyaIberalih kepadaIpara ahli warisnya. 

TidakXdiperlukan penyerahanXatau perbuatanIhukum apapun. 

2. Asas individual  

Asas individusl, berarti bahwaIyang menjadiIahli waris adalahIperorangan,Ibukan 

kelompok ahli warisIdan bukan kelompokIsuku atauIkeluarga (Pasal 825 jo Pasal 852a 

KUHPerdata). 

3. Asas bilateral  

Asas bilateral, berarti bahwaIseseorang tidakIhanyaImewaris dariIayahnyaIsaja, ttapi 

juga dari ibunya, demikianIpula saudaraIlaki-lakiImewaris baik dari saudara laki-

lakinyaImaupun saudaraXperempuannya, baik yang sekandungImaupun saudara tiri 

(Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdata). 

4. Asas perderajatan  

Asas perderajatanIberarti ahliIwarisIyang derejatnya lebih dekatIdengan si pewaris 

menutup peluangIahli waris yangIlebih jauhIderajatnya, maka untukImempermudah 

perhitungan diadakanIpenggolongan ahli waris (Pasal 832 Ayat (1) KUHPerdata). 

DalamIhal ini berlakuXungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka 

warisan yang akan dia dapat”. NamunIdemikian ada kekucualian, karenaIterdapat 

kemungkinanIgolongan III dan golonganIIV bersama-samaImuncul sebagai ahli waris. 

5. Asas Kematian  

Suatu pewaris hanya berlangsungIkarena kematian (Pasal 830 KUHPerdata). 

KekecualianIdapat terjadi dalamIkeadaan tidakIhadir (Pasal 467 jo Pasal 470 

KUHPerdata). 

 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Kedudukan seorangIanakIluar kawin pada awalnyaIsebelum Undang-UndangINomor 

1 Tahun 1974 tentangIperkawinan lahirIkedudukaniseorang anak luar kawinIdianggap 

sebagaiXanak sah jikaXkedua orangXtuanya melakukan sebuah pengakuanIyang 

dituangkanIdalam sebuah akta. DalamIperkembangannya, setelah adanyaIUndang-

UndangINomor 1 Tahun  1974 tentangIperkawinan maka kedudukanIseorang anak 

luarXkawin secaraXotomatis sejakXkelahirannya memilkiXikatan hukum dan 

kekeluargaan hanya dengan ibu atau wanita yangImelahirkannya. 



 
 

b. Setelah dikeluarkannyaIputusan mahkamahIkonstitusi salah satuIputusannya yaitu 

pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memilikiXkekuatan hukum 

memikat sepanjang memaknai mehilangkan hubunganIperdata denganIlaki-laki yang 

dapatIdibuktikan berdasarkanIilmu pengatahuan danIteknologi atauIalat bukti lain. 

MenurutIhukum ternyata mempunyaiIhubungan darahIsebagai ayahnya, sehinggga 

ayah tersebut harus  

c. dibaca “anak yang dilhairkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengatahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”. 

d. DenganIputusan ini  maka anka hasil luar kawin (nikah siri)Iataupun luarInikah 

berhakImendapatkan hak-hakXkeperdataan dari ayahIbiologisnya, antaraIlain biaya 

hidup, akta lahir, perwalian, hinggaIwarisan. 

 

2. Saran 

a. DikarenakanIadanya anak luar kawinIpada kehidupanImasyarakat Desa atau Kota, 

maka perluIdipertegas kedudukanIdan hak anak luar kawin terhadap harta warisIdari 

ayahIbiologisnya. 

b. Adapun hak warisIanak luar kawinIterhadap hartaIayah biologisnya pada umumnya 

tetapXdiperhitungkan walaupunXtidak mendapatkan hak untuk mewaris. Jika 

keberadaan anakIluar kawinIdiakui oleh laki-laki yang bukan ayah biologisnya, maka 

tetapIdiperhitungkan dan akanImendapatkan harta warisan dari laki-laki tersebut. 

c. Anak luar kawin tetapIberhak mewarisIdari harta ibunya dan kedudukannya seperti 

pewarisIlainnya, sertaItidak ada persoalanImendapat bagian warisan dari keluarga 

ibunya maupun dari ayah biologisnya apabila ia diakui oleh ayahnya sebagai anak 

kandung. 
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